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5. PENUTUP  

5.1. Kesimpulan 

Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memprioritaskan 

sektor pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan tingginya pendapatan sektor pariwisata 

dalam PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta. Sektor pariwisata memiliki dampak positif 

terhadap di D.I. Yogyakarta, namun di sisi lain kondisi ketimpangan pendapatan di 

Provinsi D.I. Yogyakarta merupakan yang tertinggi di Indonesia. Hal tersebut disebabkan 

adanya pengaruh   yang   ditimbulkan   oleh   pertumbuhan   pariwisata   terhadap 

ketimpangan distribusi pendapatan, maka untuk  lebih  memahami  pengaruh  dari 

pertumbuhan  pariwisata  tersebut,  sangat  penting  untuk  mengetahui seberapa besar 

pengaruh pariwisata terhadap   ketimpangan   distribusi   pendapatan,   terutama 

pariwisata  di  wilayah  yang  pertumbuhan  pariwisatanya  terus  mengalami  

peningkatan  yang signifikan seperti di Provinsi D.I. Yogyakarta.  

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sektor pariwisata 

terhadap ketimpangan pendapatan lima Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta 

pada tahun 2009 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukan bahwa sektor di Provinsi 

D.I. Yogyakarta berpengaruh positif terhadap ketimpangan di Provinsi D.I. Yogyakarta. 

Ketimpangan ini terjadi akibat dengan adanya perbedaan karakteristik geografis, 

perbedaan sektor prioritas antar Kota/Kabupaten di Provinsi D.I. Yogyakarta, dan 

ketimpangan infrastruktur pariwisata yang menyebabkan capital intensive dari satu 

daerah dengan daerah lainnya.  

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas sumber daya manusia 

mempengaruhi ketimpangan yang terjadi di Provinsi D.I. Yogyakarta. Hal ini disebabkan 

oleh terdapatnya daerah dengan tingkat IPM yang tinggi dan berbanding tebralik, 

dengan daerah lain dengan tingkat IPM yang rendah. Hal ini dibuktikan oleh IPM di Kota 

Yogyakarta dan Kabupaten Sleman jauh lebih tinggi dibandingkan tiga daerah lainnya. 

Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sudah memasuki sektor modern dan jasa 

dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, salah satunya sektor pariwisata, 

sedangkan tiga daerah lain masih memprioritaskan sektor pertanian yang tidak terlalu 

membutuhkan skilled labor atau kualitas sumber daya manusia yang baik. Variabel 

terakhir adalah laju pertumbuhan ekonomi.  

Hasil menunjukan bahwa laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positifi terhadap 

tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh 

aktifitas ekonomi yang terpusat di dua wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta, yaitu Kota 

Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur pariwisata, 
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salah satunya bandar udara yang dapat membantu wisatawan untuk mengakses suatu 

daerah. Selain itu tingginya investasi dalam bentuk pembangunan hotel, guna merespon 

tingginya jumlah wisatawan yang dating ke Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. 

Besarnya investasi pada sektor pariwisata di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman 

menyebabkan ketimpangan dengan daerah lain. Sehingga kegiatan ekonomi dan 

kegiatan wisatawan akan terlebih dahulu dilakukan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten 

Sleman dibandingkan daerah lain di Provinsi D.I. Yogyakarta.  

Ketimpangan kerap kali dinilai sebuah kegagalan dalam pembangunan suatu daerah. 

Akan tetapi, ketimpangan pada taraf tertentu adalah normal. Ketimpangan menunjukan 

bahwa masyarakat dengan produktifitas lebih tinggi akan memiliki insentif lebih besar 

dibandingkan masyarakat dengan produktifitas rendah. Ketimpangan akan mendorong 

masyarakat meningkatkan produktifitas agar mendapatkan insentif yang lebih besar. 

Akan tetapi ketimpangan yang terlalu besar merupkan suatu kesalahan dalam 

perekonomian, karena tidak adil jika semua orang tidak memiliki kesempatan yang sama 

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, maka dari itu penulis ingin memberikan saran 

untuk melanjutkan penelitian ini:  

1. Membuktikan hipotesis kuznet, apakah sektor pariwisata pada waktu tertentu 

akan berpengaruh pada penurunan di Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. 

Yogyakarta. 

2. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah untuk pariwisata terhadap 

ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta. 

 

5.2. Implikasi Kebijakan 

Sektor pariwisata di suatu daerah membantu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. 

Semakin besar laju pertumbuhan ekonomi akibat aktivitas pariwisata di suatu daerah, 

akan menyebabkan ketimpangan pendapatan di daerah lain di wilayah tersebut. 

Tingginya aktivitas pariwisata di suatu daerah bisa dilihat melalui pendapatan PDRB 

sektor pariwisata di daerah tersebut. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 

ketimpangan antara kota/kabupaten di suatu provinsi. Kualitas sumber daya manusia 

kerapa kali menjadi salah satu faktor tersebut. Guna memanfaatkan kualitas sumber 

daya yang ada untuk meningkatkan aktvitas perekonomian di daerah yang tidak memiliki 

aktivitas pariwisata yang tinggi, contohnya wilayah pedesaan, pemerintah dan 

kementerian pariwisata sudah mulai menggerakan program desa wisata bersama desa-

desa yang tersebar di Indonesia. Salah satu contohnya desa wisata yang ada di 
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Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, yang menjadi sangat potensial untuk 

mendatangkan wisatawan dan meningkatkan perekonomian sekitar. Diharapkan 

dengan membangun desa wisata pada akhirnya dapat memanfaatkan sumber daya 

lokal. Sehingga desa-desa yang terbangun dapat menjadi kutub pengaman Provinsi D.I. 

Yogyakarta dari ketimpangan pendapatan. 
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